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ABSTRAK 

Unsur merugikan perekonomian negara kerap kali menjadi pertimbangan pihak 

berwenang dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. 

Namun, unsur merugikan keuangan negara lebih sering digunakan daripada unsur 

merugikan perekonomian negara. Akibatnya, masih terdapat kesulitan pada 

pembuktian unsur merugikan perekonomian negara karena ruang lingkupnya yang 

luas dan belum ada metode perhitungannya. Metode pendekatan dalam penulisan 

ini adalah penelitian doktrinal. Sedangkan metode analisis data yang digunakan 

berdasarkan penelitian baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara 

kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa kerugian negara akibat tindak pidana korupsi sering kali hanya dianggap 

sebagai kerugian keuangan saja, sedangkan tidak jarang dampak negatif pada 

perekonomian negara diabaikan. Tidak adanya penjelasan yang menyeluruh serta 

tidak rinci mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam hal pemulihan 

kerugian perekonomian negara yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana 

korupsi. Dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, kerugian keuangan negara 

atau perekonomian negara harus terjadi secara faktual atau sesungguhnya (actual 

loss), dan tidak boleh hanya bersifat perkiraan atau asumsi (potential loss). Dalam 

hal penentuan kerugian perekonomian negara, harus dilakukan oleh ahli 

dibidangnya. Namun, dalam penafsiran konsep merugikan perekonomian negara, 

masih terdapat banyak ketidakjelasan. Aturan mengenai lembaga khusunya, 

penjelasan hukumnya, metode perhitungannya dan persyaratan agar kerugian 

perekonomian negara dinyatakan terbukti, harus segera dipertegas dan diperjelas. 
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